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Penelitian Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan 

hukum sebagai salah satu alat kontrol sosial dan apa saja tantangan yang 

dihadapi dalam realita di kehidupan bermasyarakat. Artikel ini lebih lanjut 

meneliti mengenai penerapan dan hambatan yang terjadi dalam kenyataan 

hukum di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian library research atau studi perpustakaan dengan 

melakukan pengumpulan informasi dengan literature review yang memiliki 

sifat kepustakaan. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

penerapannya hukum sebagai kontrol sosial memiliki fungsi sebagai 

pengatur masyarakat serta masih ditemukannya hambatan yang terjadi 

pada realita hukum di masyarakat sebagai kontrol sosial. 
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PENDAHULUAN 

Manusia dan hukum merupakan dua konsep yang tak terpisahkan. Dalam 

lingkup ilmu hukum, terdapat sebuah ungkapan terkenal yang menyatakan: "Ubi 

societas ibi jus" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Ini mengindikasikan 

bahwa dalam pembentukan struktur sosial yang disebut masyarakat, hukum 

menjadi elemen penting yang berperan sebagai perekat untuk menyatukan berbagai 

komponen yang membentuk masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, hukum 

berfungsi sebagai elemen penyatuan yang esensial bagi keberlangsungan dan 

stabilitas masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan yang di dalamnya 

terdapat nilai-nilai dan norma-norma dalam bermasyarakat, yang bertujuan 

menjaga ketertiban dan keadilan. Studi hukum dan masyarakat berhubungan 

dengan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi hukum. Hukum dalam perspektif 

sosiologi hukum tidaklah dianggap semata-mata sebagai seperangkat aturan yang 

dinamis saja, melainkan hukum dilihat, diterima dan dipahami sebagai bagian dari 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2010). 

Manusia tidak hanya merupakan makhluk individu, tetapi juga memiliki 

sifat dasar sebagai makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena manusia lahir dalam 

keadaan yang berbeda-beda, baik secara fisik, psikis, maupun lingkungan geografis, 

sosiologis, dan ekonomis. Dari perbedaan-perbedaan ini, timbul saling 

ketergantungan yang mendorong manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam 

usahanya untuk mengekspresikan sifat sosialnya tersebut, manusia membentuk 

hubungan sosial dan ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

peran hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai 

rekayasa sosial, sebenarnya merupakan hasil dari posisi hukum di dalam 

masyarakat itu sendiri yang terbentuk dari interaksi kompleks antara individu-
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individu dalam masyarakat. Hukum bermula dari kebiasaan-kebiasaan manusia 

dalam bermasyarakat, begitu pun dengan lahirnya hukum yang memiliki fungsi 

sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perilaku masyarakat yang dinamis dan terus mengalami perkembangan, 

pola perkembangan masyarakat itulah yang akan mendasari perkembangan hukum. 

Masyarakat yang bersifat plural dan memiliki keragaman budaya, serta seiring 

dengan kemajuan zaman dengan berkembangnya teknologi, perkembangan sosial 

masyarakat menuntut system hukum di Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak 

masyarakat serta memberi kepastian masyarakat secara menyeluruh. Hukum 

mengatur hubungan masyarakat antar individu, antar kelompok masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan antar masyarakat, antar 

golongan masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Maka peran hukum 

dibutuhkan dalam mencegah, serta penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi 

di masyarakat. Peran hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan mekmaksa 

yang harus dipatuhi dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Hukum mengatur 

Tindakan manusia yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat. 

Hukum mengadili suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku di masyarakat dengan sanksi yang berlaku. Melalui hukum, masyarakat 

berupaya untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu. Hukum 

menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan mekanisme untuk memastikan 

bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. 

Artinya, fungsi hukum sebagai kontrol sosial atau pengatur masyarakat 

adalah untuk menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh hukum. Terdapat penanda tertentu dalam hukum 

yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang 

diterapkan untuk mengatur masyarakat sangat memengaruhi bagaimana 

masyarakat akan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Praktik Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial 

Sistem hukum di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. 

Kerangka kerja ini memfasilitasi pengelolaan urusan negara, meningkatkan 

kesejahteraan sosial, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Sistem hukum di 

Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan membina masyarakat yang beradab 

dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pemerintah Indonesia 

mengakui adanya undang-undang yang tidak terkodifikasi dan mengintegrasikan 

undang-undang adat untuk mendorong kohesi dalam masyarakat dengan latar 

belakang etnis dan budaya yang beragam. Undang-undang juga berfungsi sebagai 

mekanisme rekayasa sosial, yang mengarahkan individu menuju kesejahteraan 

hidup dan memberikan pelayanan yang optimal dan luas kepada masyarakat. Sistem 

hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berperan 

sebagai instrumen penting dalam regulasi sosial.  

Kontrol sosial mencakup berbagai sistem dan organisasi yang mengawasi 

dan menegakkan ketertiban sosial, menjamin bahwa individu dan kelompok dalam 

masyarakat mematuhi standar dan nilai-nilai yang mendorong keselarasan dan 
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stabilitas. Di Indonesia, hukum berfungsi sebagai alat formal untuk mengatur dan 

mempengaruhi perilaku sosial, bekerja sama dengan mekanisme informal seperti 

norma dan tradisi. Sistem hukum Indonesia mencakup hukum formal dan adat, 

dengan tujuan utama memastikan kontrol sosial melalui pembentukan mekanisme 

terstruktur untuk menyelesaikan perselisihan, menjaga hukum dan ketertiban, dan 

menjaga kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dicapai dengan 

menerapkan standar dan peraturan hukum, menegakkan hukum, dan menyelesaikan 

konflik baik melalui prosedur hukum formal maupun metode alternatif 

penyelesaian perselisihan. Salah satu tujuan mendasar hukum sebagai mekanisme 

kontrol sosial adalah untuk menegakkan hukum dan stabilitas dalam masyarakat. 

Undang-undang hukum dan kerangka peraturan menetapkan standar perilaku yang 

jelas dan menawarkan cara untuk mengatasi perilaku menyimpang. Hal ini 

menumbuhkan rasa percaya diri dan ketabahan di kalangan kelompok. Hukum 

berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dengan cara menjunjung tinggi 

keadaan yang ada dalam masyarakat. Undang-undang dan peraturan berfungsi 

untuk menegakkan struktur sosial saat ini dan mencegah perubahan besar yang 

dapat mengganggu distribusi wewenang atau membahayakan kohesi masyarakat. 

Hukum sangat penting dalam menjamin tingkat kebebasan individu yang setinggi-

tingginya. Penetapan batasan eksplisit atas perilaku yang dapat diterima melalui 

undang-undang memungkinkan individu untuk menggunakan kebebasan mereka 

dalam parameter komunitas yang aman dan terorganisir. Selain itu, hukum juga 

memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dengan membangun struktur untuk 

menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak individu. Hal ini menumbuhkan 

suasana keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, yang sangat penting untuk 

menegakkan kohesi sosial. Selain itu, bidang sosiologi hukum menawarkan 

pemeriksaan komprehensif tentang bagaimana hukum beroperasi dalam budaya 

tertentu, dengan menekankan hubungan yang saling bergantung antara berbagai 

aspek masyarakat, seperti ekspektasi budaya terhadap dinamika keluarga dan 

interaksi antara organisasi politik dan keagamaan.  

Pemahaman yang akurat mengenai pentingnya hukum dalam masyarakat 

sangat krusial bagi kemajuan dan peremajaan sistem hukum di Indonesia. Pada 

akhirnya, sistem hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan masyarakat untuk menyelesaikan 

konflik, menegakkan sistem hukum, dan memajukan kebebasan pribadi dan 

kebutuhan komunal. Berdasarkan fungsinya dalam mengatur perilaku masyarakat. 

Sistem hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan berperan sebagai mekanisme pengaturan sosial. 

Fungsi kontrol sosial dilaksanakan dengan cara resmi dan informal, yang membantu 

menegakkan ketertiban, menjaga hak, dan memastikan berjalannya masyarakat 

secara efisien. Di bawah ini adalah analisis terperinci mengenai bagaimana sistem 

hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial: 

a. Kontrol Sosial Formal 

Kontrol sosial formal mengacu pada penerapan undang-undang dan peraturan 

oleh badan dan lembaga pemerintah. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada 

prinsip-prinsip yang digariskan dalam UUD 1945 dan dibentuk oleh kombinasi 

ideologi hukum berbasis positivisme dan ideologi hukum berbasis struktur sosial. 



Rahman, N., Fatihah, K., & Hamada, F.. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11(1.A), 185-195 

- 188 - 

 

Hukum dirumuskan dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban, melindungi hak-

hak individu, dan menjamin berjalannya masyarakat secara efisien. KUHP 

Indonesia merupakan sistem hukum dinamis yang menyesuaikan dengan beragam 

karakteristik masyarakat Indonesia, menawarkan struktur untuk mengatur perilaku 

sosial. 

b. Kontrol Sosial Informal 

Kontrol sosial informal mengacu pada dampak standar dan nilai masyarakat 

terhadap perilaku individu. Hukum adat, yang sering disebut dengan adat, 

mempunyai pengaruh besar terhadap kontrol sosial informal di Indonesia. Adat, 

meski tidak dikodifikasi, memiliki pengakuan hukum dan ditegakkan oleh negara, 

berfungsi mengatur perilaku sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Mekanisme 

kontrol sosial informal ini berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan 

menumbuhkan kohesi sosial. 

c. Rekayasa Sosial 

Di Indonesia, hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial, dengan 

tujuan memperkuat pola perilaku yang sudah ada dan membentuk pola perilaku 

baru. Hal ini dilakukan untuk membimbing masyarakat menuju tujuan yang 

diinginkan dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap berlebihan. 

Misalnya, undang-undang yang menganjurkan pelestarian lingkungan dapat 

mempengaruhi perilaku manusia untuk menjaga alam sekitar. 

d. Penyelesaian sengketa 

Undang-undang ini menawarkan metode untuk menyelesaikan konflik 

dengan cara yang adil dan tidak memihak. Di Indonesia, proses penyelesaian 

sengketa alternatif digunakan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, 

sehingga menawarkan efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih besar. 

e. Perubahan sosial 

Hukum dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial, memungkinkan 

terjadinya transformasi yang disengaja, terorganisir, dan tepat sasaran. Fleksibilitas 

hukum memungkinkan adanya kemampuan beradaptasi pada tingkat tertentu 

terhadap kondisi sosial, memastikan bahwa undang-undang selalu mutakhir dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  

Sistem hukum di Indonesia terbukti meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dengan mekanisme kontrol sosial dalam berbagai bentuk, seperti 

Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Langkah-langkah ini terutama 

melibatkan penerapan model-model diversi masyarakat alternatif dan mendorong 

keterlibatan dan pemahaman keadilan yang lebih besar bagi anak-anak. Kedua, 

pembentukan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif merupakan tugas 

yang diemban oleh beberapa tingkatan pemerintahan dan individu yang terlibat 

dalam bidang child safeguarding. Ketiga, Otonomi Khusus Provinsi Papua 

merupakan janji penuh dedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, 

dengan penekanan khusus pada pencapaian kemajuan yang adil, menstimulasi 

perekonomian lokal, dan meningkatkan tata kelola. Selain itu, peraturan perundang-

undangan Perlindungan Konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin keamanan barang dan jasa yang 

diperoleh dari pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan tingkat perlindungan 

yang adil bagi konsumen dan pengusaha. Dalam Konstitusi Indonesia, konsep 
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kesejahteraan sosial diakui sebagai aspek mendasar dari keberadaan. Ini mencakup 

penyediaan dukungan sosial, material, dan spiritual, yang memungkinkan setiap 

individu memenuhi kebutuhan spiritual, jasmani, dan sosialnya. Contoh-contoh ini 

menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat regulasi sosial 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menangani hal-

hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, kemajuan 

ekonomi, dan perlindungan konsumen. 

Pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial melalui metode 

formal dan informal, mendorong transformasi sosial, menyelesaikan konflik, dan 

memungkinkan kemajuan masyarakat. Tugas-tugas ini berfungsi untuk 

menegakkan ketertiban, melindungi hak-hak, dan memastikan berjalannya 

masyarakat secara efisien, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap 

kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Fungsi 

hukum sebagai mekanisme kontrol sosial di Indonesia adalah mengatur dan 

membentuk perilaku manusia sesuai dengan standar masyarakat dan perilaku yang 

diharapkan. Peran ini dijalankan oleh otoritas terpusat dalam bentuk kekuasaan 

negara, di mana penegakan hukum sangat terkait dengan dokumentasi hukum yang 

akurat. 

Kemanjuran hukum sebagai mekanisme pengaturan masyarakat bergantung 

pada berbagai aspek, seperti dukungan dan dedikasi otoritas pelaksana, fleksibilitas 

hukum untuk mengakomodasi transformasi masyarakat, dan keseimbangan antara 

stabilitas dan evolusi dalam masyarakat. Filsafat hukum di Indonesia dipengaruhi 

oleh pengaruh berbasis positivisme dan struktur sosial, yang mempunyai dampak 

signifikan terhadap sistem hukum negara. Sistem hukum didasarkan pada UUD 

1945 dan secara khusus disusun untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak 

individu, dan menjamin berjalannya masyarakat secara efisien. Hukum digunakan 

sebagai sarana rekayasa sosial untuk memperkuat pola perilaku yang sudah ada dan 

membentuk pola perilaku baru, membimbing masyarakat menuju tujuan yang 

diinginkan dan menghapuskan perilaku yang dianggap berlebihan. Hukum adat, 

juga dikenal sebagai adat, mempunyai pengaruh besar dalam mengendalikan 

perilaku agar sesuai dengan standar masyarakat, dan berfungsi sebagai semacam 

kontrol sosial informal. Meskipun adat tidak dikodifikasikan, adat diakui dan 

dijunjung tinggi oleh pemerintah, memainkan peran penting dalam menjaga 

ketertiban masyarakat dan mendorong kohesi sosial. Di Indonesia, sistem hukum 

memuat ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan tidak 

memihak. Metode penyelesaian sengketa alternatif digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan di luar sistem pengadilan. Pendekatan ini menawarkan efisiensi dan 

efektivitas biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan 

konvensional. Hukum di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial 

dengan mengatur dan membentuk perilaku manusia agar selaras dengan standar dan 

antisipasi masyarakat. Hal ini dibentuk oleh kombinasi faktor formal dan informal, 

seperti undang-undang, praktik adat, dan metode alternatif untuk menyelesaikan 

konflik.  

Kemanjuran hukum sebagai alat kontrol masyarakat bergantung pada 

berbagai aspek, seperti dukungan dan dedikasi otoritas yang berwenang, 

fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi transformasi masyarakat, dan 
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keseimbangan antara stabilitas dan evolusi dalam masyarakat. Dalam rangka 

memastikan pengaruh hukum terhadap kesejahteraan masyarakat dan membuat 

penilaian yang tepat terhadap perubahan dan perbaikan kebijakan, pemerintah 

Indonesia menilai dampak undang-undang terhadap kesejahteraan masyarakat 

dengan menggunakan beberapa metode, seperti:  

a. Proses Legislatif dan Eksekutif 

Pemerintah berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan proses legislatif 

untuk menetapkan undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, 

seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, undang-

undang ini dinilai kurang memiliki visi kesejahteraan yang jelas dan tidak berfungsi 

sebagai cetak biru sistem kesejahteraan Indonesia yang ideal. Di Indonesia, 

penggunaan catatan legislatif dan wawancara sangat penting dalam menerapkan 

hukum sebagai alat kontrol sosial. Proses legislasi meliputi perumusan peraturan 

perundang-undangan oleh parlemen, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, dengan 

persetujuan Presiden. Dalam situasi darurat, Presiden mempunyai kewenangan 

untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 

yang kemudian segera dievaluasi oleh DPR. Tujuan dari dokumen dan wawancara 

ini adalah untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat 

dalam proses pembuatan undang-undang sehingga memperkuat karakter demokrasi 

pemerintahan sah di Indonesia.  

b. Analisis Komparatif 

Melakukan analisis komparatif sangat penting untuk efisiensi penerapan 

kontrol sosial melalui hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari 

gabungan hukum perdata, hukum adat, dan hukum kolonial Belanda. Melalui 

analisis komparatif terhadap berbagai kerangka dan praktik hukum, para pembuat 

kebijakan dan profesional hukum dapat melihat kekuatan, kekurangan, dan bidang-

bidang yang memerlukan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini 

memfasilitasi adaptasi praktik terbaik di seluruh dunia terhadap kondisi lokal, 

memastikan bahwa undang-undang relevan, efisien, dan selaras dengan kebutuhan 

dan nilai-nilai publik. Evaluasi program dan kebijakan merupakan komponen 

penting dalam pemanfaatan hukum untuk pengendalian sosial di Indonesia. Sistem 

peradilan Indonesia menghadapi kendala seperti undang-undang yang kontradiktif, 

korupsi yang merajalela, dan kelangkaan sumber daya. Dengan melakukan 

penilaian menyeluruh terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan, pihak 

berwenang dapat mengevaluasi dampak undang-undang terhadap masyarakat, 

menentukan bidang-bidang yang tidak efisien atau tidak efektif, dan mengambil 

keputusan yang tepat mengenai reformasi hukum. Proses ini memfasilitasi 

perbaikan supremasi hukum dengan menyelesaikan kekurangan dalam sistem 

hukum dan memastikan bahwa hukum secara efektif memenuhi fungsinya dalam 

menegakkan ketertiban dan keadilan masyarakat. 

Pemerintah Indonesia menggunakan serangkaian indikator untuk menilai 

pengaruh undang-undang terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator 

ini memberikan pemahaman menyeluruh dan bantuan dalam pengambilan 

keputusan kebijakan mengenai penyesuaian dan perbaikan. Beberapa indikator 

tersebut antara lain:  

a. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas 
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Di Indonesia, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin 

akses yang adil bagi individu penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, 

termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Selain itu, peraturan ini 

mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan ketentuan penting bagi 

penyandang disabilitas, termasuk jalur kursi roda, toilet yang dapat diakses, dan 

penerjemah bahasa isyarat. Berbagai amandemen telah dilakukan terhadap undang-

undang tersebut untuk meningkatkan hak-hak individu penyandang disabilitas dan 

menjamin keterlibatan penuh mereka dalam masyarakat.  

b. Cakupan Jaminan Sosial 

Pengaturan cakupan jaminan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan undang-

undang ini adalah untuk menyediakan kerangka jaminan sosial menyeluruh yang 

mencakup beberapa aspek kesejahteraan sosial, seperti layanan kesehatan, 

pendidikan, dan dukungan sosial. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah 

untuk membentuk dana jaminan sosial dan menawarkan layanan jaminan sosial 

kepada seluruh penduduk Indonesia, dengan fokus khusus pada kelompok 

masyarakat yang paling rentan. Selain itu, hal ini memungkinkan pembentukan 

organisasi kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab mengawasi penegakan 

undang-undang. Undang-undang ini mendapat kritik karena tidak adanya diskusi 

ideologis atau substantif selama proses pembuatannya, serta kegagalannya dalam 

mengartikulasikan visi kesejahteraan yang jelas di luar model yang bersifat 

residual.  

c.  Aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan 

Aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan di Indonesia diatur oleh 

berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Kesehatan mengatur mengenai struktur pelayanan kesehatan di Indonesia, 

sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan mengatur 

tentang penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Tujuan dari peraturan ini adalah 

untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang sosial 

ekonominya, mempunyai akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan 

pendidikan dasar. Pemerintah berkewajiban untuk menawarkan layanan pendidikan 

dan kesehatan gratis kepada kelompok demografi tertentu, termasuk anak-anak dari 

rumah tangga miskin dan individu dengan disabilitas. Undang-undang tersebut juga 

mencakup ketentuan untuk pembentukan beragam lembaga dan inisiatif yang 

bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, 

seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Subsidi Operasional 

Sekolah (BOS).  

d. Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi 

Meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang besar 

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memperoleh manfaat dari 

ekspansi ekonomi, dan manfaat kemajuan ekonomi tidak tersebar secara merata. 

Penerapan pajak progresif, jaring pengaman sosial, dan hak-hak buruh di Indonesia 

dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  
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Analisis ekonomi hukum adalah teknik yang digunakan untuk menilai 

dampak ekonomi dari undang-undang dan peraturan. Analisis ekonomi dilakukan 

untuk menilai konsekuensi finansial dari peraturan dan pendirian hukum, termasuk 

hak milik, hukum kontrak, dan undang-undang kekayaan intelektual. Melalui 

pengujian terhadap dampak ekonomi dari undang-undang, pembuat undang-undang 

dapat mendeteksi kemungkinan inefisiensi, kontradiksi, atau hasil yang tidak 

terduga. Analisis hukum ekonomi di Indonesia dapat digunakan untuk 

mengevaluasi dampak peraturan perundang-undangan terhadap beberapa sektor, 

termasuk pertanian, industri, dan jasa. Selain itu, hal ini juga dapat membantu 

mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan modifikasi peraturan perundang-

undangan untuk mendorong ekspansi ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Kita 

dapat mengkaji undang-undang kekayaan intelektual untuk menilai pengaruhnya 

terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis ekonomi hukum 

dapat digunakan untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan dalam 

melindungi kepentingan konsumen, karyawan, dan lingkungan. 

Tantangan pada Realita Hukum di Masyarakat 

Hukum dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang saling 

berkaitan. Hukum ada untuk mengatur dan menjaga keadilan kehidupan 

bermasyarakat agar masyarakat sadar akan norma tentang perbuatan yang dapat 

dilakukan maupun yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya 

ada dan terikat karena saling memengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek 

kehidupan. Hubungan antara hukum dan masyarakat memiliki peran penting yang 

dipengaruhi oleh proses interaksi sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi interaksi sosial, maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan 

hukum dalam melancarkan proses interaksi sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum 

dan masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, yang 

memungkinkan suatu masyarakat yag terlibat proses interaksi sosial berfungsi 

dalam mengatasi konflik serta pelanggaran hukum. Singkatnya, hukum sebagai 

kontrol sosial mampu menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat. Konsep kontrol sosial diperlukan untuk mengendalikan kehidupan 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma ketertiban sosial. Hukum 

sebagai kontrol sosial dapat dilihat dari pranata sosialnya, hal ini berkaitan dengan 

bagaimana tingkah laku masyarakat berdasarkan keyakinan, kesusilaan, kekayaan 

dan lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai kontrol sosial merupakan suatu hal 

yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Dimana tingkah laku disini dapat 

diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari suatu norma atau hukum. 

Namun, realitanya hukum di masyarakat seringkali diwarnai dengan berbagai 

hambatan yang terjadi dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. 

Pada realita yang terjadi, kesadaran hukum dan budaya hukum dengan 

masyarakat sangat rendah, hal ini dapat dilihat melalui penegakan hukum, 

kesadaran hukum, dan budaya hukum. Kesadaran mengenai kewajiban hukum tidak 

hanya berkaitan dengan kewajiban terhadap hukum yang tertulis saja seperti 

undang-undang, tetapi juga pada hukum yang tak tertulis seperti adat istiadat atau 

kebiasaan masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan budaya hukum 

berupa nilai-nilai, pandangan dan sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum di 

masyarakat. Faktor rendahnya kesadaran hukum biasanya dapat dilihat dari kaidah 

hukum atau peraturan yang dibuat belum menjamin perlindungan masyarat dan 
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aparat penegak hukum yang masih belum bisa menerapkan peraturan tersebut. 

Dilihat dari aparat penegak hukum nya pada zaman sekarang hanya dibekali dengan 

kekuasaan tanpa ilmu yang cukup sehingga mereka kurang memiliki sifat 

manusiawi. Banyak sekali terjadi kasus mengenai aparat penegak hukum yang 

seharusnya berperan sebagai pelaksana hukum namun malah melanggar hukum. 

Agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, upaya aparat penegak 

hukum harus dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan 

sebagaimana yang telah diatur dan menerapkannya. Beberapa hal diatas merupakan 

hambatan yang terjadi pada realita hukum di masyarakat. Hambatan tersebut 

terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor pertama yang memengaruhi hambatan pada realita hukum di 

masyarakat yaitu, faktor hukum itu sendiri. Hukum disini berarti undang-undang 

maupun aturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah. Dalam artian 

hambatan berasal dari peraturan tertulis tersebut yang disebabkan karena tidak 

diikutinya asas-asas yang berlaku, belum ada peraturan pelaksana yang dibutuhkan 

untuk penerapannya dan ketidakjelasan kata-kata dalam undang-undang yang dapat 

mengakibatkan multitafsir dalam penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan 

kurangnya rasa memiliki kepastian hukum karena tidak jelasnya makna atau 

interpretasi yang tepat dari undang-undang atau aturan tersebut pada realita 

masyarakat. Hambatan yang berasal dari peraturan tertulis juga dapat mengurangi 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat cenderung 

mengabaikan atau bahkan melanggar karena mereka tidak yakin tentang makna 

atau implikasi dari peraturan tersebut. 

Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya atau merupakan pihak-

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan 

hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), dan petugas-petugas lainnya yang bersinggungan langsung dengan 

penegakan hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi hambatan dapat dilihat 

dari rendahnya komitmen para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. 

Hal ini dapat berdampak terhadap keadilan dan keteraturan dalam suatu 

masyarakat, seperti adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup 

aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hambatan yang terjadi dapat 

berupa tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan 

progresif. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum akan meluas karena sistem 

hukum tidak lagi adil dan tidak dapat memberikan keadilan atau efektivitas dalam 

penegakan hukum. 

Faktor ketiga adalah faktor masyarakat yang beragam dan memiliki 

kebudayaan yang berbeda. Pada realitanya seorang aparat penegak hukum harus 

mengenal stratifikasi sosial/pelapisan masyarakat yang hadir dalam suatu 

lingkungan beserta status dan kedudukan yang melengkapinya. Secara garis besar, 

masyarakat terbagi dua yaitu masyarakat kalangan orang atas dan kalangan bawah. 

Oleh karena itu, proses penegakan hukum nya juga sangat berbeda, hal ini 

disebabkan karena pemikiran serta pengetahuan yang berbeda antara kedua 

kalangan masyarakat tersebut. Orang kalangan bawah cenderung memiliki rasa 

keingintahuan lebih kecil mengenai hukum dan kemungkinan orang tersebut tidak 

patuh terhadap hukum karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan mereka. 

Sedangkan orang-orang kalangan atas memiliki keinginan untuk menaati dan 
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mematuhi hukum karena pengetahuan yang luas tentang hukum. Namun, dalam 

realitanya hukum tidak boleh membedakan dua kalangan tersebut karena dapat 

terciptanya ketidaksetaraan dalam akses sistem peradilan serta perlakuan hukum 

yang tidak adil terhadap orang-orang dari kalangan bawah. 

Faktor terakhir yang menjadi hambatan bagi realita hukum di masyarakat 

adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki 

fungsi sebagai pengatur tindakan manusia agar dapat memahami bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berinteraksi. Pada 

hakikatnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, dengan 

kata lain kebudayaan merupakan konsep abstrak tentang apa saja yang dianggap 

baik dan apa saja yang dianggap buruk. Perbedaannya adalah kebudayaan lebih 

ditekankan terhadap nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, 

penegakan hukum dalam realitanya harus dapat memahami unsur kebudayaan yang 

berkaitan dengan tegaknya hukum. 

Untuk mencegah adanya hambatan dalam realita hukum di masyarakat 

sebagai kontrol sosial, jelaslah kelima faktor di atas berkaitan dan harus 

diperhatikan. Hal ini disebabkan karena dalam realita hukum dengan faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam perjalanannya. Beberapa faktor hambatan di atas dapat 

menjadi tolak ukur efektivitas hukum di masyarakat. Pada realitanya hukum 

sebagai kontrol sosial masih memiliki hambatan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor di atas. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan dan sebagai 

evaluasi untuk langkah selanjutnya dalam penegakan hukum. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Sistem hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. 

Kontrol sosial, baik formal maupun non formal, diterapkan untuk menegakkan 

ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan berjalannya masyarakat. 

Hubungan antara hukum dan masyarakat saling memengaruhi dalam berbagai 

aspek kehidupan, di mana hukum hadir untuk mengatur dan menjaga keadilan 

dalam bermasyarakat.  

Saran 

Dalam realitanya, kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat 

seringkali rendah, mengakibatkan hambatan dalam penegakan hukum. Faktor-

faktor seperti kejelasan hukum, komitmen aparat penegak hukum, keberagaman 

masyarakat, dan kebudayaan mempengaruhi efektivitas hukum sebagai kontrol 

sosial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya yang padu dan 

perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat 

memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat. 
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